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HASIL WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Apa itu Relawan ?

2. Apakah ada perlindungan Hukum yang secara khusus untuk relawan kesehatan, kalo ada
seperti apa bentuknya ?

3. Bentuk perlindungan hukum seperti apa yang mereka dapat ?

4. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu saat memutus perkara tersebut ?

Jawaban/ Kesimpulan:

Relawan adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan
atau dipaksakan) orang-orang yang yang sukarela memberikan waktu tenaga dan keahliannya
dalam bidang tersebut. Menurut Bapak Hakim Heru Setiyadi, S.H, M.H dari Pengadilan Negeri
Kota Palangka Raya yaitu Untuk saat ini perlindungan hukum yang secara khusus untuk relawan
Kesehatan tidak ada karena dirasa sudah cukup perlindungan hukum yang mereka dapat
merupakan jaminan pelaksaan peradilan yang sesuai dengan KUHAP dan KUHP dengan
melakukan persidangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Relawan kesehatan mendapatkan perlindungan hukum pidana yaitu perlindungan hukum secara
preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif
didapatkan berupa adanya pendampingan yang dilakukan oleh TNI dan POLRI dalam
melaksanakan tugas untuk menjamin keamanan subjek hukum dan secara perlindungan hukum
represif yaitu dengan meberikan hak-hak hukum dalam tindakan sebagai relawan, karena
tindakan yang dilakukan pihak relawan dengan melakukan pemakaman Jenazah dengan protokol
Covid-19 telah sesuai dengan prosedur yang semestinya. Maka perlindungan hukum secara
represif menjadi rangkaian penegakan terhadap tindakan pelanggaran atau kejahatan yang
dilakukan terhadap relawan tersebut. Dalam Kasus ini hakim mempertimbangkan bahwa fakta
persidangan tindakan relawan covid-19 telah sesuai dengan prosedur yaitu dengan protokol
kesehatan , hal tersebut memiliki dasar hukum yaitu karena belum keluarnya hasil test Covid-19
Jenazah tersebut. Sehingga untuk upaya memutuskan rantai penyebaran Covid-19 dilakukan
pemakaman dengan protokol pemakaman Jenazah Covid-19. Bahwa benar, dalam fakta
persidangan beberapa hari setelah terjadi tindakan kekerasan tersebut diketahui bahwa jenazah
tersebut tidak mengidap Covid-19. Akan tetapi, Hakim menimbang bahwa benar bukti terbukti
dengan sah dan meyakinkan perbuatan kekerasan yang dilakukan pihak keluarga terhadap
relawan merupakan perbuatan melawan hukum.
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